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EDITORIAL

Jumal Hukom edisi kalt im merupakan edisi kedua setelah diterimanya 158N

Untuk itu Jurnal Hukum hadir ke hadapan Pembaca dengan berbagai tulisan,
yung sebagian besar merupakan hasil penelitian dari Maliasiswa Pasca Sarjana
Universitas Sriwijaya. Ada sejumlah 6 (enam) tufisan dalam edisi ini Nanun
demikian Redaksi sengaja tidak membatasi wlisan pada satn tema pokok. Untuk
it kepada Pembaca akan disajikan tulizan-tulisan dengan topik yang bervariasi
Mamun demikian, sebagian hesar barkaitan dengan Hubum Pidana,

Mudah-mudahan apa vang kami sajikan melalei Jurnal Hukum kali ini dapat

memberikan mformas tambahan dan pomehaman lebib lanjut ln-nLan'E perszlan
dan Fenomens hukum vang sedang berkembang

Redaksi
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PENERAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 12
TAHUN 1951 TERHADAP PELAKU
- PEMBAWA SENJATA TAJAM

Mk A, Ardianda Patria® dan Azhart®

ABSTRACT o

This article was carmed out to study the regulation applicatisn with an objective
to fill up the law emptiness toward a problem, which shows how regulation is adirectly
applied without ‘considering law policy based on emergencty need to epply the regula-
g,

The application of smergency lemiclation Mo, 12, 1951 had some constramts
because its ohjective previously was not intended to the individual who peses knifes,
but to the kmifes importers) exparters. In reality, this regulation was applied to the indi-
viduals with the result not onky posing high threat (ten year senfence), but also to contra-
diction wath penal eode (KUHP), social justice and among, law apparalus,

In fact the effort 1o sedve the crime could be conducted by application of enmi-
nal law, prevention withow pumishmen and to influemce views of society on crime and
punithment through mass media. The application of emergency legaslation No. 12, 15951
usimg: high sanction could not grearantesd the good result of law enforcement The effiec-
tiveness of criminal palicy could be measured by redueing coime, prevention of crime
and rehabilitation of cnminal, The effectiveness should meet the requirement of three
inter-related factors wiuch comprised of good legalation, quick and ceftain enforce-
ment moderate and uniform sentencing

Basad an the facts above it 15 logc that the application of emengency legslanon
Mo, 12, 1951 toward indisaduals that carry a knifes should be reformulated m arational
way by using approach which 1z onented to morality and norm of seciety. The disobedi-
ece of this morality and nom of sociery would result m impede of cime cowuntarac

The application of emergency legislaton No. 12, 1951 toward individuals who
carry knife is 3 policy that related to social problems which were factual and should be
counteract. The imperative to counteract the crime was based on the wish to sdueve
oreferly life quality, hence the sociely progress was not inferferd

Kevwords: Prevention, logislation

schagem pola prilaku yang lazim, ads
anpgapan bahwa hal #u merupakan bagian
dnri adat istiadat (Mustafa Abdullah e al,

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Kebaasaan meembanea senjata tapam
daerah Sumatern Selatan sudoh dinrusgsp
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1988: 3). Kebiasaan menyelipkan senpata
tajam di pinggang ini  diprediksi
mengakibatkan banyak terjadi kejahatan
Pengandayaan dan pembunubian,
Undang-Undang No. 12 Darurat

Tahwn 1951, Lembaran Megara Mo, 78

Tahun 1951 yang biasanya dipegmnakan

oleh pihak penegak hukum uwntulk

MENgAncam para pembawa senjata tajam.

Pasal 2 Undang-Undang Terscbut

mienyatakan:

(l).Barangsiapa vang tanpa hak
mma.-_u.d-:}mn ke Indenesia membuat,
menenma, mencoba memperolchnya,
menverahkan  atau mensoba
rnm:!.rumh.l-;_fm menguasai, membawa,
memnpunyal persediaan padanya atau
mempunyat  dalam  muliknya,
SN TTPAL, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan
atau mengeluarkan dari Indonesia
Sesuatu senjata pemukul, senjata
p:nul-:am, alan serjatn penusuk,
dihukum dengan hukuman penjara
sedama-amanya zeguluh tahun

(2} Dq!_mtl Pengeriian senjata pemubul,
senjata penikam atau senjata pemisuk
dalam pasal ini, dak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata dimasukkan
untuk dipergunakan guna pertanias,
ataw untuk pekerjaan-pekerjaan rumsah
tangga atau untuk kepentingan
melakulan dengan sah pekerjaan atau
yang niyati-ayata mempunysi tujuan
ssbagai barang pusaka atau barang
ko atou barang ajaib.

Membandinglean antars ketentuan
{.qulig.-lhd.ang tersebut dengan proses
peryidikan, penumtutan dan persidangan,
termyata pemahaman tentang Penerapan
Fetentuan Undang-Undang No 12 Tahun

951 tentang Senjata Tajam mempuEyai
banysk permasalahan yang tmbul baik
dalam Hebijakan Penggunaan Lindang-
Undang tersebut, pencrapannya pada
kasus-kamie Tindak Pidana techadap polaku
pembaws genjata Lajam Persearangan
. Di dalam persidangan, pelaku
l'.'ﬁ.ll'l.it:lﬂ yang mempeigunakan senjata
tajam umumnys mendalilkan bahwa ia
membawa fenjats tajam adalah ada
kepentingan tersendiri ceperti untuk
menjaga din stan alasan pelerjasn dan
lainnya, Padahal dari penyuluhan-
peryuluhan hukum sudah dketahe baknas
J:I!Ia-mba.wa semjata tajam dilarang dan
diancam dengan pidana berat, yaitu
Undang-Undang Damurat Ne. 12 Tahun
1951 yang ancamannya paling lams adalah
10 {segprubuh) tahun
Pengertian yang diberikan Pasal 2
Undang-Undang Darurat Momor 17 Talun
1951, tidsk mrember penjeiasun mengenai
istilab-istilah yang digunakan seperti
makna mengeacai, membawa, mempunyai
persediaan padanya stau mempusyai dalam
raliknya menyinipan senjata tajam. Dalam
kenyataan sehari-hari pengertian yang
depakal biasanya spabila pelaku tersebut
didapal membawa sengata tajam, terlepas
dari mulik siapa dan dannana diperoleh
Selain itu juga terdapat pergeseran
PENZeriian mengenal senjata tajam, dimana
u:alaq;m senjata tajam diartikan sebagai
pEau utau golok, parang vang biasa
dugunakan di dapur, ternyara Lenjata tajam
sudah beggitu medvas termasik juga barang
yang dapat melukan yang terbist dan Jogam
dan mempunyai alat pemesang.

Pl 1 M ol 2003
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B. MENTIFIKAST AN FERLUMITS-
AN MASALAH

Berdasarkan Ltar bedakang vame telah
dikemukakan di atas, maka dapatlah
ditentukan permasalaban yang dibahas
metrwanghul Fenerapan UL Damral Mo, 12
Tahun 1951 terhadap pelaku pembawa
senjata tajam, Pelbagar asumsi yang
brarkonibang, menyatakan balvwa peverapan
UL Prarurat Mo, 12 Tahun 1251 merupakan
bagan dan politk krimnal sshinges dan
apa yang diwraikan maka permasalaban
yang hendak dibahas dan dicoba untuk
dijawnb dalam penditian ini adalah sebagal
berkart, }'I-Ih.l ¥

I Faktor-faktor spa yang mempéenganibe
penerapan Undang-Undsng Dararat [ [
12 Tahun 1951 sebingga dipunakan
terhadap pelaku  tndak pidama
pembawa sempatn tagam 7

2. Bagaimndia penerapan Undage-Undang
Darurat Mo, 12 Tahun 19531 dan proses
Penvidikan sampai dalam proses
Persidangzan o Peneacilan Megeri 7

k| ﬂa.ga.;mrm prnspek k:hii:km haiknarn
pidana dalam penerapan swatu
ketentuan Undang-Undang vang akan
dizncamkan kepads pelako tindak
pid-ana Yarg rl'tEl'IHEurl.a.k.ar. El.'-l'l-}lllq
g’

Berkaitan dengan realitas hokom,
bagaimana hukum itu bekerpa menurud
Soerjonia Soekante  dalam  buku
“Efektivitas Hukum dan Peranan Sanks",
dinyatakan dengan [ Soeqono Scekanto,
1985 - 21)

“apabila seseorang mongatakan
batrwa suatu kaedah hukum bestasil atau
gagal mencapai tujuansiyva, maka hal im
biasanya diukur apakah pengarubnys
berhasil mengatur sikap tindak atau
penlaky tertentu, sehinges sesuai dengan
tujuannya atau tidak”

Pemmyataan dan Felse dan Socngono
Soekanto, pada dasamya memperdibathan
bahwa harus berlakunys hukum adalah
mevagudkan hukum it schagai penlaku
Hukboum yarg dimaksud dalam perigatasn
dalam studi efekiivitag buloum di atas
adalah hubaem scbagar kaedah.

Efektivitas hukum mempunyai
hobumkgan yang sangat orst dengan vsaka-
usaha yang difakukan agar hokum yans
diterspkan benar-benar hidup di dalam
masyarakal seria menunpang penyedesaan
miazalah yang-ada, artimya hokum benar-
benar bertaku secara vurichs, sosiologss dan
filosofis.

C, KERANGEA KONSEFTUAL

Dari pengertian bahwa politik
kenmanal pada hakekatnya juga merupakan
baman mtegral dan politik sosial (yarto
kebijaksanaan atau upaya wtuk mencapai
kesejahteraan sosial) yang berarti bahowva
ipaya penangeula-ngan kejahatan perlu
ditempul dengan pendekatan kebijakan
dalam artr {Barda Mawawa Anef. 1996
4%

I. ads keterpadoan {integralitas) antaca
poditik kriminal dan politik sosial

Z. nda keterpaduan (integralilas) antara
upava penangeulangan kejahatan
dengan “Penal™ dan “MNoi Penal”
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Pfemurat Muladi, bahwa

"menangeulang) kejahatan secara
operssional dapat dilabukan bak melalui
sarana penal ataupun ssrana non penal,
kedua sarana ini merupakan sustu pasangan
yang salu sama lain tidak dapat dipisahkan,
bahkan dapat dikatakan kedusnya saling
melengkapi dalam usahz menanggulang
kopahatan o masyarakat” (Muladi, 1993
3)

Adapun penanggulangan kejahatan
melalui sarana penal dilakukan melaluw
largkah-langkah perumusan norma-norma
frukom pidana yang didalamnys
adanya unsur subvstantif struktural dan
bubtural masyarakat, dimana sistern hukoum
ika akan diberlakukan. Sistem hukum
pidana terselng secara opeamsional bekedja
lewat suani sistem yang disebul sistem
peradilan pidana (Criminal Juxtice System)
vang, didalanuiyva terkandeng sub sisiem -
sul sixten pendukumgrnya yaitu kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan, dimena secara
keselurvhan merupakan kesatuan yang
bestuguan untidk resos alisasi peaku tindak
pidana, (jangka pendek), pencesahan
kejahatan  (jangka menengsh) dan
kesapahteraan sosial (jangka panjang)
idAulads, 1905 - 5y,

Hukum Pidona sebagai perwujudan
pemgaunaai avann penal di dalam konteks
paolitik knnunal tidak terlepas darn usaha-
usaha penangguiangan kejahatan non pe-
mal, uzahn non penal adalaslh sussana di fear
mEtem persdilan pidana vang gecara
langsung e pengsruhi usnahn
penangEulangan vang dilskulan di dalam
miasyarakar

Dengan demaikian, ahap formulas
#ram tahep kelipakan, mewsaksn langlkah
i+l o dalam penangsnilmnmgan kejahatan

yvang dituanghcan dalam bentuk perundang-

undangan, dEn mediput

4. Perencanasn atau kebijakan tentang
perbuatan apa yang dilarang ;

b. Perencanaan stau kebijakan tentanp
sanksi apa vang dapat dikenakan
tethadap pelakunya (batk berupa pidana
atau dalam bentuk tindakan);

¢. Perencanaan atau kebijakan tentang
prosedur atan mekanisme sistem
peradilan pidana dalam rangka
penegakan hubum pidana (Muladi dan
Barda Nawawa Anef, 1993 : 19}

Sedangkan  Walf Middendorf
mengemukakan pendapat bahwa efeltifnya
peradilan packna haruslah memenui 3 {tiga)
faktor yang salng bedubumgan, yaitu

I. Adanys undang-undang vang baik
[good e gixlation)

2, Pelnksanaxn yang cepat dan pasti (dguack
e CEFTENT EROFCE IRe T )

3. Pemidanaan vang layak dan seragam
{miedleriete drned wniform semencing).
{Muladi dan Barde Mawawn Anef, 1993
. 20j

D KEBLJAKAN OUKUM PIDANA

Penitapan suawn kebijakan hukum
pidana yang ramional, dimulai dari
perumusan yang rasional terhadap
permasalahan-permasalohan dasar huloem
pidana. Adapen permagalnhen mendasar
dan hukum pdann tersebut mencakap:
pemetapan perbuatan sebagai susti findak
pidar,

Fial & Mea & Sfurai 2003
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a penetapan kesalahan pelaku perbuatan,
dan
b, penctapan pidana yang dikenakan.

Pada hakikatnya, jika dilihat dari
sudyt persoalan-perscalan dasar huloum
pidana  yaitw, perbuatan  yang
dikualifikasikan sebagai suatu tindak
pidana, pelakutindak pidana (petangmung-
jawaban pidana atau kesalahan), dan
pidansa; Memang budayn auatu
masyammkaipun merupakan faltor yang
mendasar, dalam pengntuan masalah-
masalah dasar huloom pidang tersebod.

Mazalah kriminalizagi dan
deknmenalisasi, tidak biss dilepaskan dan
budaya suatu masyarakat, begitu pula
masalah penszenann pidana, hampir selalu
melibatkan pandangan hidup swaiu
masyvarakat, sepert; dasar pﬂ'nhen..'l.nn
pidana, tujuan pidana, dan kegunaan
pidana. Sustu hal vang promsipl dalam
kebijakan bukuam pidana, adalah adanya
suatu pandanean hidup atau bedaya suatu
masyarakat, vang mendasan kebijakan
higem prdana itu sendin, ki berand adanya
istilah nasional vang dilekstban pada istilzh
kebijakan bukum pidana, dengan misksod
umiul: lebih menyatakan secara bogas, suaty
kebijaksn  hukum  pidana  vang
bedwbungan, dan berasal dan bangsa itu
sendin, sebagal sustu pencermiman nilai-
nilai budaya, atau pandangan bidup bangsa
vang bersangkutan, Dengan demakian,
suatu poelitik hukum pidanz harus
berdasarkan atas ataw beronentas: pada,
seperangkal nilai yang menjadi pandangan
hidup suatu masyarakat. Selain itu, suato
pratitik lukum pidana hanslah merupakan,
suatu  upava untuk melakokan

pemargpulangan keahatan.
[ratam kajian terhadap faktor-fakior

yang mermedahkan timbulnya suaty tindak
pidana, perbuatan membawa senjata tajm
merupakan perbuatan yang knminogen
Sudah pasti, upays penanggulangan suaty
keadasn yang memudahkan timbulnys
suntu kejohatan dalam kattannya dengan

perbuatan membawa senjata tajam

tersebut, haruslah dengan
meminimalisasinya, yaitu dengan
molakukan kriminalisasl terhadap

perbuatan tersebhut

Eelmn itu, upava penangoulangan
terfiadap perbuatan membawa zénjats
tajam tersebut, seharusnys memperhatikan
nilai-nilai moral masyarakat, yang
mengEangEAp perbuatan memnbssa sonjata
tajam, sebapai perboatan vang harus
dhimdan, karera bertentangan dengan mla
mofal masyarakat

E. BERLAKUNYA TNDANG-
UNDANG DRT NO. 12 TAHUN
19351

Secara nastonal, perbuatan mem-
bawa senjata tajam dikategorkan sebagad
kejshatan, setelah diberlakukannya UL
Dargrar Mo, 12 Tabuss 1051 Lembaran
Megara 1951 Momor 78 Tentang Senjata
Apidan Bahan Peledak Dengan kelzamya
imsdang-undang ini, maka perbuatan yang
tadinyva termasuk dalam kategon
dekriminalisasi, berubal menjadi
krmamnalisas.

UL Danorat Mo, 12 Tahun 1951 (Thaza
juza ditulis denizan UL No 12D/ 1951 ),
ditetapkan pada tangeal 1 September 1931,
untuk menggianti kKedudukan Ondonans:
peraturan hukuman istimews sementara
{Drdonandie  Tijdekijke Syzondere
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Strcyfbepalingen) (LM, 1948 Mo, 17), serta
Undang-Undang Republik Indonesis No
& Tahun 1948, pemakaian kata “danurat™
berhubungan dengan Undang-Undang
Dasar vang berlabu waktu ity vaitu, ULUD
Sementara 1950, Digantinya kedua
peraturan tersebut di atas, UL, Mo, 12/Dntf
1951, karens kedua tatanan huksm tersebut
hanya mengatur soal senjata api, armumisi,
dan sepensnyn.  Bethubung keadaan yang
sangat mendesak, serta untulc
pemenntah pada waktuity, dipandangperu
urduk mengadakan perubahan-perubahan
terhadap dus aturzn hubaim terselnd. Bila
dibandirgkan ULL Mo, 12/ tf 1951, dengan
kedus aturan hubum yang digantinya, jelas
sekali bahwa ketentuan yang terdapat ch
datam UL No 12/Def 1951 lebah lengkap,
sgipab bukan hanya pembawa atau
penyimpan dan sebagainya; senjata api dan
SCpEIETYA 53 1ANpa i1mn vanz beraagib
vang dilarang dan dancam pidana 20 tahun,
tegapi omang dilarang puls meambrwa atau
menyunpan dan sebagainye senjata tajam
ity di tempat wmuem tanpa izin yang
berwajl degan sanksi pidana maksimal
i tahun, D dalam UL, Mo 12D 951,
kotentuan tentang senjata tajam di an
dalam Pasal 2 ayat (L) vansg menyatakan
“Barangsiaps yang tanpa hak
memasukkan ke Indopesia mamb uat,
menerima, mencoba memperolehnya,
r:'i-u'l:.-w:'lhl-:.ln atau mencoba mm}m—r:ﬂikml
monEuasal, membawa, mempunyai
persedinan padanys atau mengunyai dalam
miliknya, menyimpan, menganghkwt,
meryembunlan, menpergutakin, atau
miergsluarkan dan ndonesia suatn senjsts
pemukul, semata pemkam, aiau senjata
penusuk (#fag, steek of steohegpen)
dibukum dengan hukuman penjara
setngEnya sepuluh tahun™

Bila lats perhatkan rumusan Pasal 2
avat { Ly im, tdsak terdapat kata-kata semgata
tajam. Senjata tajam hemya istilah sshan-hari
vang, verdapad di dalam masyarakat Bila kita
pakal isulah yang terdapat di dalam
ketentuan Pasal 2 avat (1), maka yang
dikategnnkan sehagal senjata tajam adalah
I. Senjata penukul,

2. Scnjata penikam,

3, Senjata penusuk,

Selanjutnya, di dalam perumusan
Pazal 2 ayat (1), ada kata-kata “fanpa fuak ™.
Tanpa hak, dapat kita samakan déngan
Lanpa wewenang, (tanpa izin}, dan tanpa hak
ini, termasuk dalam katezon sebagai unsur
melawan hukum. Timbul swaty pestanyaan
bagi kita, instansi (lembaga) apa vang
dibers wewenang untulk memberilan izin
mengenai senjata Bjam i 7 Balam UU
Moo |2 95| tdak diabur secar jelas.
Apakah pihak Fepolisian MNegara Renublik
Indonesia, ataukah pihak Pemerintah
Cragrah ?

Eila kita fihat ketentuan vang terdspas
pada Bagian [l {lzn Pensikaan Seniata
Apny Pasal 9 dan UL Mo, 8 Tahun 15438
ditivistakan bakwra -

(1} Sctiap erang vang bokan anggota
Tentara atau Polisi WRNG, T LY
dan memaka senjata apr harus
mernehba surat izn pemakaian senjata
api menurul sontoh yaneg ditctapkan
oleh Eepala Puzat Kepolisian Megara,

{2} Untuk tinp senjats api haris diberikan
giahlan gurak LEI,

{3) Yamg beshak memberikan surat izin
pemakaian semata api ialah Eepala
Kepolisian Karesidenan ataue orang
wang difurjuknya
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Dengen melibat ketentuan terssbut,
jelas bahwa tentang senjata api izin
pemakaisnnys dikeluarkan ofeh pihak
Kepolizian Megara, sadangkan mazalah
semgata tagam tidak ditentukan secars jalas.
Selanjutrya, kata-koata tanga hak atag tsnpa
wewerang (tanpa tzin), hanie kita lihat dan
sem penmtukkan sempata tajam tersebut
Pembatazan ini dapat kita temukan dalam
perumusan Pasal 2 ayat (2) dan UL Ne,
121951, yang meryatakan

“Dalam ponpestian senjata pesnukud,
senjata penikam atau senjats penusuk
dalam pasal ini, tidak termasuk barang-
barang vang nyata-nyata dimasuklan unbuk
dipergunaksn puna pertasian, staw untuk
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau
wituk kepertingan melabuban dengan sah
pekerjaan atau nyata-nyata mempunyal
tebagsl barang pusaka atau barang kuno
atau barang ajaib (mierkwaarlighed)”

Earenp itu, dapzt disimpulkan
kualifikas: tanpa hak mesend Pasal 2 UL
Mee F2DA1951, adalah apakah senjata
1ajam ity sesusi dengan perun-tukkasnya,
staukah hidak. ks tidak sesuai dengan
permiukkanmya, maks termasuk kabegom
tanpa hak. Selanpetnys, di dalam Pasal 3
UU Moo 12D 1951, dinvatakan bahwa
“perbuatoneperbuatan vang dapat dibiukuam
menurut Undang- Undang Darurar im
dipandang sebagai ksjshatan”

. GAMBARAN UMUM TINDAK

FIDANA MEBMBAWA SENJATA
TAIAM DI PALEMBAMNG

Kotn Palembang sebagai lokasi
penelitian karena merupakan kota besar
yang u'lr:'m]'mng.-:'t tinghkat krmenalitas yang,
tingye, kriimdnalitas tergeban tergadi pada

gafmiua tempat dan cenderung untk
meningkat jumilabnya pads scbisp tahun
Anpka knminalitas vang teggadi i dalam
knta Palembang tercatat di Kepalisan Kota
Bezar (Palts bes) Palembang wyang
membawahi Polisi Sektor (Polsek) setiap
Kecamatan, selain Polsek-polsek yang
berweriang mennidik apabila terjadl suat
tedak pidams, Poltabes juga berwenang
mengadakan penyidikan lewat Satuan
Beserse (Sat Serse)

Tindak pidana membawa senjata
tajam  varg terjadi of wilayah kepolisian
kota besar Palembang menunjukan adanya
angka kenaikan dari tahun ke tahun,
kenzikan tersebut menurat Kasatserse
Polizi Kota Besar Palembang banyak
terganting kepada hasil rza rubs polisi.
Semakin sering polisi mengadakan razia
maka terhihat  penmgkatan tindak pidana
VILE, TEmoawa Senjata tajam.

Penangkapan terhadap pembawa
semjits t3jam Yang umumya tertanghap
pada saat dilakukan raza @ @plan raya,
tempat-tempat woum. Polisi berdassrkan
ketérangan Kazat Serse Palembang
Romisans Pelis Dhs ‘Wahyo mengatakan
pembawa senjats tajam dapat mombuat 5
pedaku mudah terjebak dalam tindalk pidana
ladn, atau pelakuw sendind sudah
merencanakan melakukan svatu tindak
pidai sepert penodongan, PeEEaidyaan,
pencurian dan lainnya Kepelisian
urpurmya melakakan razia dergsmi melilan
kentinuitas dan kebutuhan-kebutuhan
techadap penckanan angka  knnunalitas
di Palembang,

Mnﬁpﬁakpjchmmbnmmlﬁ]ta
tajam di Palembang pada tahun 1999
sebhonyak 246 katus, tabun 2000 sebanyak
350 kagug, tahien 2001 sabaryak 304, tahum
3002 gampni desyzan bulan Agustug 213
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kasus. Para pelaku Tindak Pidana
membawa senjata tajam  tersebad pada
umumnya ferlihat dilakukan oleh orang
vang berusia masda, Hal inl dimungkinkan
kita lthat lebih jaub wyaitu hubungan
perasaan emosional kaum muda yang laial,
sedanglan bag merela yang terazma dapat
dilihat uwmumnya pekerjaan mereka
sebagian besar buruh dan pekerjaan tidak
tetap lainoya seperti penjaga  malam,
tukang becak dan lain-lam. Apabila kita
hubungkan maka teslihat kastan latar
belakang antara rendahoyva tingkat
pendidikan, faktor muds usia dan tidsk
mempuntai  pekerjaan yamg ftetap
mempunyal latar belakang yang besar
dalam kasus membawa sengata tajam, di
samping itu tidak teriepas kemomgkman
rendabiny: akan kesadaran pengetahuan
hukum dan pemggand hngkoungzan,

x. FROSES FPERSIDPANGAN
TEROADAP FELARKU PEMBAYYA
SENIATA TATAM.

Dakwaan sesuan degan Pasal 191
kitab Undsng-undang Hukum Acara
Pidana {UHAP) merupakan hal yang
pokok untuk dinyatakan seseorang ity
bersalah atan ndak pada kasus yang h.'n'l.ng,':l
wing ruermpuryad dabosaan tungpal temynta
ponumtE umum menyataken kesemoanya
terbulkh melakukan tindak |.'lu:|a1l:1
“membiwa senjata tajam tanpa hak”
Apaksh senjata tajam sto dipergunakan
atau tidak bukan hal yang perlu di
pertimbangkan, dalam kasus Andi bin
Ciknang dan  Ginte hin Darman, mercka
ditangkap secars bersamassama, wakou itu
pia kenbutan dan mereks telabh sepakat
apabiia suara kentonpan maka berkumpul,

dan pada saat mereka terdengar bunyi
kentongan mereka berkumpul, dan karena
iy yang datang, sdalah pihak Fepolisian
diantara mereka ditangkapi karena
membaws senjata tajam di dapati diantara
mereka menarut penuntut umum dalib
senjata tajam adalah dalih formal dan
cukup terbukti apabila orang waktu
ditangkap didapati membaws senjata
tajam, hal m perlu pemjelasan lebih jauhb
karena pengertian membawa sudah di
perluas walaupun 1a berada di dekat
rumahnya sendiri. Hal yang lain yang
imenarik dalam Pasal 56 KUHAP, tersangka
atau terdakwa yang didakwa melakulan
tindak pedans dengan pidana mati ataw
ancamman ima belas tabun atau bagl yang
tidak feanspu yang diancam dengan pidana
limp belas tahun ataw lebih odak
mempunyal penaschat hukem sendin,
pqa_b.ni_ YANE bersamggkutan p'.l.da SEELES
pangkal pemeriksaan dalam proses
peradilan wapb menunjuk penasehat
hukum bags msreka, temyata dalam kasus
penbaws senjata tajam, tidak ddampamg
oleh penmzehat bukum, selingges pasal ini
L:I.ha[ann_ﬁra dikesampimgkan, tetap:
ternyata tidak ada yvang mengsjukan
kebaratan ainupum banding terhodap proses
perstdangan ini.

Moulihat lebih javh pencrapan LU
Darurat Mo 12 Tahun 1051 da.p:!.h:il‘.:l [kt
dalam peruidangan pengadilan negar,
dimana halom pengadilan negEr
membenkan  putusan dan juga
pendapainys, pufusan pengadilan adalah
proses apa g terjad dalam pembudtisn
daiy juga hal-hal yvang tersirat dibaliknya
Dalam kasus diatas tindak peckana pelaka
pembawa serjata tajam penerapan pidana
vang, diterapkan ofeh halam di Pengadilan
Megaer: kelas 1A Palembang yartu
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mencrapkan pdana penjara vang beriosar
artara tiga bulan sampai dengan satu
tahun, begitu juga tuntutan  penoentut
UM Yang, Winum-nya mesuntut antarss
tiga bulan sampai dergan satu tahun
vang umumnya dikurangi oleh  halam,
tidzk ada hakim yang mencrapkan pidana
secara maksimal feperts vang diancam
dalam Pasal 2 avat 1 UL Mo, Darurat Mo
12 Tahum 1951 yaitu selama 10 (sepuluh)
tahun. -

Begitu juga dalam amar putusannya
hakim menyatakan kesalahan terdabowa
adalah “membawa senjata tajam tanpa
izin”. dimana apabila kita lihat lebih jauh
lag dan Pasal 2 Awvat 1 UL Daruraz Mo,
12 Tabwm 1951 udakiah terbatas  hanya
pada membawa sehingga tedibat ada
generalisas bahwa penggunaan peraturan
im  adalah untuk imengancam para
pembawa senjata tajam, pandangan hakina
terhadap penostapan undang-undang i
apibtia kata bhai dan  bahk putusanmya
terlthat bahwa putusan yvang dibsuat adalah
sedarhiana dan kelihatannya
persidangannya pun becjalan dengan
mudah. Umumnya hakim menyatakan
terhadap pelalu pembawa senfata fajam
layak dipidana karena apabila membawa
senjaia tapam ddak  dipadana maka hal
tersebut tentu  akan meresahkan
mamyarnskat dis dapat meumbolkan tindek
pidana lainnya. Anceman pidana yace
diterapkan oleh hakim terlihat tidak
diterapkan  maksimal, karena hakm dabivm
wawancara menystakan mengangeap
ANGATIALL mﬂm.g.ﬂunl:lung tersebud sangat
itnggi dan berlebibi-lebiban secara wnum
penjatubhan pudann yang dipathuhloan halden
direatakon untuk bBoerspfot mondidik dan
terdakwa dil‘l:'ll:'::pknn kelak tidak
medaboukan perbuatan itu lags . Hal tarsabart

tarlibiat jugs dar tuntutan pidans dan
menuntut  pidana  maokeimal  dan
berpengaruh mengakibatlan hakim jugs
menjatuhkan pidana dengan mengarang
tuntutan jaksa penuntut umom, baik
putusan hakim maupun jaksa penuntut
urmitm merupakan eermin dari pads
Jalanmya sustu proses persidangan. Mereka
meryvaiakan babrwn funtutan  pidana dan
putisan vang telah mereka keluarian telah
soeimbang dengan perbuatan terdakwa,
karena mereka menganggap babhwa
peniatubian pidana maksimal adalakh
sangatlab tidak adil karena perbuatan
membawa senjata tajam memang patut
dijatrdu piefana tetapi wtuk mengatuhkan
tunfutan maksimal sangatiah odak  adil
karena berkaitan dengan tujuan
pemidanaan daiam hudum pidans, dimana
dalam rl'ru.1_'|;|[|,l1|l:;.n '|',|1|,'|3n.'-||I hakim tetagp
mempertimbanegkan  sogals cesuatu yang
Etrjadi ch pﬁ:s:d:.m_upn diim r.|1.|:|.|..|s."|-:l'!| Vang
dijatuhlcan dimaksodikan agar kelak tidak
mengiilang  perbuatannya lagl dan yang
periu  diingat bahwa pemidansan tidak
dimakzud wuntuk mendertakan dan
merendahkan martabat manugia Putusan
pengachlan merupakan furggs langsung
dari atnbut-atnbuwt hakam, pagusanhakim
dalam menerapkan  sanksi meropakan
fungsi langsung dan  sikap yang saling
berpengamuh, hakim dalam menjatubkan
putusan yang bersifat sanksi pidana
mempinyal portimbangan  baik dan lear
diri hakim atau pun dan dalam  dinnya
sendin. Yame berasal dan hakim 1w sendin
adalah latar belakang sosal, pendsdikan,
agama, pengalaman dan  perilaku
sostalnym Mal:;udn}'\n adalah dan faktor
tersebut maka halim memandang sesuatu
perbuatan ifu sangat tercela ataw hanya
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parbostan vang biaca sija, perbuatan
tersebut dikategonkan bumk atau hanya
umumnyz £3j3. Sedanglean faktor yang
berazal dari luar din hakin adalah tustistan
penuntut umeem dan pandanzan ma.;}unlut
terhadap suato kepahatan, ada angeapan
perbuatan membawa senjata tajam untik
daerah Sumatera Selatan khususnya
Falembang sebenarnya sudah umum
dilakukan dan demgan periimbangan
bahwa membawa senjata tajam lebih
banyak segi negatifnva seperti dapat
membawa perbuatan  pidana vang lain
yang lebih berat dan juga membawa rasa
takut, maka kehinssan terseboe hareslsh
dihilangkan, sehingga  urmumnya penegak
hukum setuje untuk diberikan sankst
pidana dan berat fingarnya sankst pidana
vang dijaluhkan  merupakan sustu proses
persidangan da tercerman dan tunbutan
pidana penuntut umum serta putusan
hakim. dimana WO ya hakim
tnenjatubikan putusan lebih rendah dan
pada tuntutsn jaksa penuntul umum.
Blasalah e sejalan puls denpgan pendapat
Satjpte Rakare (19003 12) memyatakan
babhwa faktor-faktor wvang dapst
mempengarhi hakim berasa! dan banyak
faktor wyaifu faktor internal hatdim sendin,
vang medekat pada din hakim sendin yvang
disebut sebagal hamar equaiion atau per-
sovnel g rhe judye yamg dalam arti boes
menyang-kut - latar belakang sosial,
Pedichkan zgama, Pengalaman, Perangai,
Perlalu  sesial, dan sebagainya. Hal-hal
terselyut skan berpengaruh pada penjatahan
putuzan hakim dalam menentokan vwonis
para pelalor tindak pidana,

Mealihat Faktor-faldtor yang mem-
jergaruhi putusanhakim pengadilan neger
Palembang tedibat bahwn hakim sudah
firempertmbangkan putusannya dengan

meelihat fakior-faltor yang mempenganhi
putusan diatas, tetapd putusan yone diboat
aleh halam dalam penerapan UL Darurst
Mo, 12 Tahun 1951 techadap pelaku
pomibaws sonjats tagam kelihatannys faktor
undang-undangnyalah yang memunglkan-
kan penerapannya fidak secars mmalosimal,
umumnys hakim setuju menjatuhlcan
padamai terhadap pelaku penbawa sayjata
tapam, tapi walau mercks setaju pembaa
semjata tagam dijatuhl dengan pidana
tidaklah maksimal putusan yang mereka
buat umumaya antara tga bulan samgi
dengan satu tahun, hal ini jelas
memmbulkan pertanvaan mengapa
ancaman yang begitu tinggs, tetap: diputus
dengan begitu rendah, tetapi berdasarkan
wiwancara bal tersebut diatas penerapan
pidana wang dijatuhkan halam menomn
mengica sudah sesual dan sudah melihat dan
memprelimbanedcn aspiras; masvarakal

H. FROSPEK PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA MEMBAWA
SENJATA TAJAM

Melifiat fakior-faktor penjatuhan
purtusan yane tidak sesual denprit ancaman
undang=-umdang, maka perlo dilibat faltor-
fakpor apa yang memge-neandu penerapan
Undang=-undang Darurat Momor 12 Tabun
1951

Hasil penclitian Mustafa Abslullab
etal (1988, 103) myenyvatakan faktor wnwer,
tingkar pendidikan dan lapangan
pekerpann  termyita  todak memyebablamn
adarmyen  porbedaan  vane cubup  besart
uniuk memulth dan mempunyai kebinsaan
labah di dorong eleh  nilar-nilar sosial
budoyva tetapr mla-malm tidak semuanya
dapat diterima oleh warea masyarakat,
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Justru terdapat nilai-nila tertentu, sudah
tidak diterima wolsh secbagian besar
masyarakat, vang menunjukkan kondisi
yang ber-onentasi pada budaya umum

Berkaitan dengan hal itu, makn tim
Parancang Kongep sepakat wntuk
mienectaplkan sunto porumcEELn Mk
tujuan permidanaan di dalam Fancangan
Eongep EUHP Bamu, yvang pokoknya
ditujukan pafa upaya "Ferlindung_:.n
masyarakat”, untik mencapal
kecejahteraan masyarakat  Tujusn
pemidanaan tersebut secara lengkap
dirumusksn sebagai berikut Pasal 51
FUHP Bare 19911992 berbunw

I. Pemidanaan bertujuan untuk

a. Mencegah dilakukan tindak pedana
dengan mensgakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat;

b. Mermasyarakatkan ferpidana daugan
mengadaksn pembinaan schingga
menjadikan orang yvang baik dan
bemana ;

c. Menyelesaikan kenflhik yang
ditimbulkan oleh tindak pidana
remulihkan keseimbangan dan
mendatangkan rasa damai dalam
masyarabat;

d. Membebaskan rasa berzalsh pada
terpickna |

2. Pemidanasn toak dimaksudkan untuk
menderitakan dan tidak diperkenankan
misresickahkean martabsf mamasia

Pada waktu membicarakan kasus
konkeit di depan, terlihar babwa hakim
dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara
dalam perkara membawa senmjata tajam
jrahy lebih rendah dan jumlal ancaman

vani, ditetapkan dalam Undang-Undang
Darurat Tahan 1951, Belian membesikan
alasan

o Bahwa ancaman yang dibuat dalam UL
Dramaeat Mo, 12 Tahun 1951 teclalu
tingzp;

b, Bahws schenamyn tujuan dibuat UL i
bukan untuk pembawa senjata tajam
perarangan, tetapi semua pembawa
senjata tajam dilkens ancaman padana
dalam Ulndang-uindmeng, i,

e Bahwa pembawa senjatz tajam
mempunyai latar belakang faktor
kebiazaan dalam satu daerah scperti
dacrah Sumatera Sclatan

d. Bahwa ancaman timsdak prdana yang Jain
yang tnaermd menapakan kejatuatan dalam
KUHFP masth dibawah ancaman Pasal
2 {1} dan Undang-Undang Darurat im

¢ Bahwa proses persidangan terhadap
p:laku pembawa :-Enj.al'.:l ta._iam
cenderung sederhana dan mudak
sehingga pidana yang dijatuhkan
cendening ringEan.

f. Perkara yang diajukan ke Pengadilan
mengenal senjata tajam cenderung
bukan mermupakan kejahatan yang
Jeris,

Alasan-glasan yang dikemukakan
hakaim i atas, memang sudah sehanesnya
karena memang demikian keadaan yang
berkembang dewasa ini. Hakim dituntug
itk memperhatikan adanya
kecendernmgan Tuuan perddanann yans
berorientasi pada pedindungan ndividu
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ipelaku} dan perhndungsn masvarakat
secara sesmbang. Sekalipun pelaku piu
dipatuhi pidana berat dengan maksud bukan
untuk menderitakan atan meren-clahiloan
harkat-martabat kemanusiaan, nedamkan
sebagail sarana unituk pembinaan pedaku ity
zerdin.

Penjelasan Pasal 51 Rancangan
Konsep KLUHP Baru 1991 menyebuthan
bahwa sekalipun pidana itu pada
hakekatnya merupakan suatu nestapa,
namun pemidanaan tidak dimaksudkan
untuk  menderitakan  dan  tidak
diperkenankan merendahkan martabat
manusia. Permkiran yvang demikiam i
diharapkan betpengaruh terhadap
pefaksanaan pidana, yang secara nvata akan
dikenakan kepada pelaku, dalam hal i
adalah pelalu tindak pidanz membawa
senjata tajarm

L KESIMFPULAN

Pembentukan swaty perundang-
|.|r|4:|;|1'_|3,..1.r| tidaklah ]'Iil.l'l}l'a menslapkan
tentang perbuatan-perbustan apa yang
dapat dikerin hukuman/pidana, telap juea
mrenidjukan macam-macam fainks: yang
dapat diterangkan, selain puls maksimum
ukuran mdana dalam sejarah pokoknya
hukum pidana telah terpadi banyak
per uhahan IZIEITEHTI membertkan
kemungkinan dan kewenangan Fain

Penerapan LILF Danarat Mo, 12 Tahun
195] secara wmun dan sen bukuim acaras
di tmgckat pengadilan telah menggunalkan
segala dayn wpaya yang bertujuan untuk
dapat menekon angls knminalitas dengan
her'l:mg;'i. Puﬁfﬂi.mn bl it dengan melods
genal maupun metode non penal, denpan
mnabknd merubah bertuk rrms*,mmku{ YAy

— Saadr sl

berproses untuk membentuk pole-pala
prada budass yang mEpan maks perubahan
vang, dikehendaln dstekankan pada faktor
infernal ity sepenuhnya merubah nilai-
nilal somal dengan menmggalkan hal-hal
yang dak refevan dengan mengharapkan
kezadaran masyarakat itu sendin.

Dalam tingkat pemidikan, kepobisian
berupaya semaksimal muengkin untuk
meenjalankan undang-undang mi, walaupun
disana-simi terhhat bentrok dengan
angeapan sebagian masyarakat itu sendin
vang masih melihat sebagai adat dan
menganiunckan bagl mereka, dukungan
pihak kepolisian untuk merubah ind terus
berfanjut pada tingkat penuntutan dan
persidangan, ditingkat penuntutan,
ErovbUCLE LT fuea berdaye upaya sunaya
dakwaan dan pembukbian yang mercka
jalankan dapat diterima oleh pihak
pengadilan dizin terhibat sdanya kesulitzn
kalay menentukan uUnsur-unsur yang
terbukti dalam pasal tersebut dan
pengajuan gural dalwaan, mengounakan
UL Damrat Mo, 12 Tahan 1951 mereka
miewtapat kerwdala data pada persidangzan
yvaitn mengenal bahan pembuktian yaiw
demgan adanya penalansn tetaps dalam
surati tuniutan mereka mendapat tidaklah
maksimal tidak h|=r:||_:|i Jaul dan hH’iF:I
fama mercka ditaban hal ini dapat menine-
bulkan perentangan dimana disaioe phak
undanpg-undang mengancam  dengan
anpsamai yang tinggi di lain pihak tuhatan
dan putusan yang dijatubkan rendah,
sefuigzes menimbulkan pendagpat
balwwn hudkuman yang dipatuhkan tidaklah
seherapa dan undong-undanriyva sasdin
hanyn bersifat menalat-nolast sogn

Besta jugs perrapan LI Darusat
Ko 12 Tahun 1951 pada per:idnng,qn.
dabam pennfsitan yasg berkembang halom
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hanya mengambil amar putusan dongan
menyatakan terbukti “membawa senjata
tajam”, pengerian membsws dizing telah
berkembang sedemikian rupa dan becar
sehungea mempach merck untuk melangoar
Pasal Z (1) UL Danarat Mo, 12 Tahun 1951
Perilaran hakim tidak terlepas dan
pengalaman dan jugs penyerapannya
terhadap ‘apa vang terjadi  dalam
masyarakat, dan juga sifat dan penidanaan
itu sendini vang berkembang schapai upaya
rehabilitas, sehingea ia dapat memperbaik
dininya dan tidak mengulangi perbuatan itu
lag, selain itu pengadilan kelihatanmvz
juga telah sepakat untuk menangeulang
kojshatan membawa senjata tajam dengan
hukuman, walaupun kelihatan masih
setengah hati menyatakan penggunaan
ursbang-undang im tidaklah sepenulmya
tepat dan mEﬂﬁfmrapknn ada undang-
undang yang lebih sempuma.

Penerapan undarng-undang darurar
Pa. 12 Tahun 1951 terhadap pembawn
seniata tajam, kdweusnya dibhat dan sem
penjatuehan sanksinya perlu peninjauan
lebih fanjut, karena pada tingkat harus
cipeniuhinya semng syarat vane dibstapkan
dalam unsur-unsur undang-undsng dan
wsur kesalshanmya kelibatan penerapan-
riya maEypadi sangat ningkas dan ringan s,
sehamsnya mengenai macam, ukuran dan
vatiast pidana ite hakim mempunya:
kebebasan wntuk melihat dan memben
kemungkinan wntuk mengetalie Kejadian
wang rastonal, schinggn dapat memberikan
putesan vang adil bukan hanya bersifat
“Futin”, sehingga pandangan terhadap
kejahatan membawa senjata tajam,
tergambar dan sesuai dongan pandangan
umium iy kegahatan, dalam hal ing
diharapkan pengadilan dapat melihat
memadifikas pandangan masyamakat,
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